BUPATI SANMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Menimbang

Mengingat

SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal 13 Peraturan
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penanaman Modal, lingkup pelayanan yang dilakukan oleh
penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan
Peraturan Bupati;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan dunia usaha khususnya di bidang perizinan
dan nonperizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui peningkatan investasi di Kabupaten Sambas, perlu
adanya sistem pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien
dan terpadu;

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
di bidang perizinan dan nonperizinan, maka penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan yang semula
dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah  Kabupaten Sambas, selanjutnya akan
dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sambas;

bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, huruf b dan
huruf ¢ diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendelegasian ~Wewenang  Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);




Menetapkan
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Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 210j);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28};

Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2016 Nomor 49);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2018 Nomor 6);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018
Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN

NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

i

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Sambas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.

Bupati adalah Bupati Sambas.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah
Kabupaten Sambas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja
dan Kecamatan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Daerah.

Tim adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur
Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk
memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam bentuk
Rekomendasi Teknis.

Rekomendasi Teknis adalah kajian/telaah teknis tentang persetujuan atau
penolakan untuk penerbitan suatu perizinan dan nonperizinan yang
diterbitkan oleh anggota Tim Teknis yang dapat berjumlah satu orang
dan/atau lebih.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat
pendelegasian wewenang yang proses pengelolaannya dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam
satu tempat.

Penyelenggara PTSP adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sambas yang mempunyai tugas dan fungsi serta memiliki
kewenangan dalam menyelenggarakan PTSP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas selaku
Penyelenggara PTSP di Kabupaten Sambas.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN
adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah
Kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara
lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih
sepenuhnya pada penerima delegasi.
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Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak dan kewajiban dan
pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan
atas nama penerima wewenang.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan atau pemberian legalitas kepada
seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan
penanaman modal dalam bentuk izin dan non izin, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud
persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nonperizinan (non izin) adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau
badan usaha atau badan hukum dalam bentuk rekomendasi atau bentuk
lainnya, serta pemberian kemudahan pelayanan, fasilitas, insentif,
rekomendasi dan informasi berkenaan dengan kegiatan wusaha atau
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah
pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
pelayanan publik.

Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah Tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau dan terukur.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan,
dimana dan oleh siapa dilakukan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah adalah sebagai upaya:

a.

b.

mewujudkan pelayanan vyang cepat, efektif, efisien, transparan dan
memberikan kepastian hukum; dan

mewujudkan hak-hak masyarakat dan dunia usaha atau investor untuk
mendapatkan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan dan
nonperizinan di Daerah.




Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menjadi acuan atau pedoman bagi DPMPTSP dan Kecamatan dalam
menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Daerah; dan

b. meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

kewenangan penyelenggaraan pelayanan,

jenis perizinan dan nonperizinan;

pendelegasian wewenang;

pengaduan;

pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
pelaporan; dan

pembiayaan.
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BAB IV
JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

(1) Jenis perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan di daerah, meliputi
bidang-bidang :

penanaman modal;

perdagangan, perindustrian dan koperasi;

lingkungan hidup;

pertanian dan peternakan;

pertanahan;

perikanan;

pekerjaan umuimn,

reklame;

ketenagakerjaan;

pariwisata;

perhubungan; dan

kesehatan.

(2) Rincian jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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BAB V
PENDELEGASIAN DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Pertama
Pendelegasian

Pasal 6

Bupati mendelegasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 kepada Kepala DPMPTSP.
Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan baru,
penerbitan perubahan, penerbitan perpanjangan, penolakan, penghentian
sementara dan pencabutan perizinan dan nonperizinan.

Hal-hal berkenaan dengan persyaratan, mekanisme dan tata cara pelayanan,
penentuan biaya/tarif dan/atau retribusi, standar waktu pelayanan perizinan
dan nonperizinan serta penetapan target retribusi terkait dengan adanya
pendelegasian wewenang ini, tetap menjadi kewajiban PD teknis terkait dalam
menyusun dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Jenis perizinan dan nonperizinan yang tidak didelegasikan melalui Peraturan
Bupati ini, masih menjadi wewenang Kepala PD teknis terkait berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendelegasian wewenang kepada Kepala DPMPTSP tidak mengurangi
kewajiban Kepala PD teknis terkait untuk melakukan pemantauan,
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 7

Dalam hal Kepala DPMPTSP berhalangan lebih dari 3 (tiga) hari kerja,
maka penandatanganan izin dan/atau non izin yang tidak termasuk dalam
kategori jenis perizinan berusaha berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak diproses melalui aplikasi sistem
secara elektronik, dapat dilakukan oleh pejabat setingkat dibawahnya yang
ditunjuk oleh Kepala DPMPTSP.

Dalam hal jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan sudah diproses melalui
aplikasi sistem secara elektronik, maka penandatanganan izin dan/atau
non izin dilakukan oleh Kepala DPMPTSP secara manual dan/atau secara
elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara administrasi
diatur sebagai berikut:

a. untuk tingkat kabupaten dilaksanakan oleh DPMPTSP;

b. untuk tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Penyelenggara PATEN; dan
Penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam
melaksanakan tugasnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.




(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

Pasal 9

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP
dibantu oleh Tim Teknis dari PD teknis terkait.

Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan perizinan dan
nonperizinan, Tim Teknis ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP
berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan Kepala
DPMPTSP.

Penempatan dan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan
memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)
ditetapkan MPP, SP dan SOP.

MPP, SP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 11

Dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh
DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
pemohon dapat menyampaikan pengaduan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan
dan/atau tertulis yang dilengkapi dengan bukti pendukung melalui tata cara
yang telah ditentukan.

Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh
DPMPTSP selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Tata cara pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
teknis perizinan dan nonperizinan, dilakukan oleh PD teknis terkait.
Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi secara administrasi
terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dilakukan
oleh DPMPTSP.

Dalam hal pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan PTSP dibentuk Tim.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.




BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 13

(1) DPMPTSP wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP secara periodik
setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta
ditembuskan kepada Kepala PD teknis terkait.

(2) Penyampaian laporan penyelenggaran PTSP dapat dilakukan secara manual
dan/atau secara elektronik.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) DPMPTSP dan Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya, diberikan dukungan
pembiayaan meliputi:

a. tunjangan khusus (insentif) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan

b. sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung yang memadai.

(2) Tunjangan khusus (insentif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibebankan pada APBD Kabupaten Sambas.

BAB X
SANKSI

Pasal 15

Dalam hal pelaksanaan penerbitan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dikenakan
sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Perizinan dan nonperzinan yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya
Peraturan Bupati 1ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Permohonan perizinan dan nonperzinan yang masuk sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini, tetap diproses penerbitannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelumnya.

(3) Proses penyelesaian administrasi antara PD teknis terkait dengan DPMPTSP

yang menerima pendelegasian wewenang, dilakukan selambat-lambatnya
1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.




BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014
Nomor 19); dan

b. Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014
Nomor 36)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 7 Desember 2018

BUPATI SAMBAS,
TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
TTD
URAY TAJUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pembina . I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

53 TAHUN 2018

7 DESEMBER 2018

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

NO BIDANG PERIZINAN NONPERIZINAN
1 2 3 4
[. |PENANAMAN MODAL! 1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Usaha Penanaman Modal,;
3. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan
5. lzin Usaha Penggabungan Penanaman Modal,
II. [PERDAGANGAN, 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
PERINDUSTRIAN 7. lzin Usaha Industri (IUI) Menengah,; 2. Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
DAN KOPERASI 8. lIzin Usaha Industri (IUI) Kecil/Tanda Daftar Industri (TDI)j 3. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Cabang
9. Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah; Pembantu /Kantor Kas.
10. Izin Prinsip (Untuk Kawasan Industri);
11. Izin Usaha Kawasan Industri;
12. Izin Perluasan Kawasan Industri;
13. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); dan
14. Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP).
[I. [PEKERJAAN UMUM | 15. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
16. Izin Usaha Jasa Kostruksi (IUJK); dan
17. 1zin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).
IV. IREKLAME 18. Izin Reklame.




NO BIDANG PERIZINAN NONPERIZINAN
L Ll 3 P
V. |LINGKUNGAN 19. Izin Lingkungan; 5. Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
HIDUP 20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan (AMDAL); dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); 6. Penilaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
21. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air; Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
22, Izin Pengkajlan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak
Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
23. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada
Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit; dan
24. Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun untuk
Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (LB3).
VI. | PERTANIAN DAN 25. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 7. Persetujuan Prinsip Usaha Peternakan,;
PETERNAKAN 26. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B); dan 8. Tanda Daftar Usaha Peternakan (TDUP); dan
27. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P). 9. Pendaftaran Peternakan Rakyat.
28. Izin Usaha Budidaya Peternakan;
29. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
30. Izin Usaha Toko Obat Hewan;
31. Izin Usaha Depo atau Petshop Obat Hewan; dan
32. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
VII. [PERTANAHAN 33. Izin Lokasi; dan
34. Perpanjangan Izin Lokasi,
VIIL. | PERIKANAN 35. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 10. Tanda Pencatatan Kapal Perikanan < 10 GT;
36. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) < 10 GT; 11. Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI);
37. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKP]) < 10 GT; 12. Rekomendasi Surat Izin Penangkapan Ikan {SIPl) 2 10 GT;
13. Rekomendasi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) = 10 GT;
dan
14. Rekomendasi Usaha Budidaya Perikana®;
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BIDANG

PERIZINAN

NONPERIZINAN

2

3

4

IX.

PARIWISATA

38.

39.
40.

41.

42.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usahgl

Daya Tarik Wisata:

Pengelolaan Museum;

Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala;

Pengelolaan Permandian Air Panas Bumi;

Pengelolaan Goa;

Pengelolaan Permukiman dan/atau Lmgkungan Adat;

Pengelolaan Obyek Zrarah; dan

g. Wisata Agro;

TDUP Bidang Usaha Kawasan Pariwisata;

TDUP Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata:
Angkutan Jalan Wrsata;

. Angkutan Wisata dengan Kereta Api;
Angkutan Wrsata di Sungar dan Danau;
Angkutan Laut Domestik Wisata; dan
Angkutan Laut Internasional Wisata;

TDUP Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata:

a. Agen Perjalanan Wrsata; dan

b. Biro Perjalanan Wisata;

TDUP Bidang Usaha Jasa Makangn dan Minuman:

Restoran;

Rumah Makan,;

Jasa Boga;

Pusat Penjualan Makanan;

Bar/Pub; dan

Kafe;
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43. TDUP Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi:

Hotel Bintang;

Hotel Melati;

Pondok Wisata;

Penginapan Remaja;

Bumi Perkemahan;

Persinggahan Karavan;

Vila;

Kondominium Hotel,;

Apartemen Service,

Rumah Wisata;

Jasa Manajemen Hotel,;

Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia; dan
m. Penyediaan Akomodasi Lainnya;

44. TDUP Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan
dan Rekreasi:

Sanggar Seni;

Jasa Impresariat/Promotor;

Promotor Kegratan Olahraga;

Galeri Seni;

Gedung Pertunjukan Seni;

Rumah Bilyard;

Lapangan Golf;

Gelanggang Bowling;

Gelangggang Renang;

Lapangan Sepak Bola atau Futsal;
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NONPERIZINAN
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45.

46.
47.
48.
49,

50.

Lapangan Tenis;
Wisata Olahraga Minat Khusus;

Wisata Petualangan Alam;

Taman Bertema,;

Taman Rekreasi;

Kelab Malam;

Diskotik;

Karaoke;

Arena Permainan;

Panti/Rumah Pijat; dan

Aktivitas Pangkas Rambut dan Salon Kecantikan;

SEFenavTOoOpECNR

HUGHU Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan,

Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
TDUP Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
TDUP Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
TDUP Bidang Usaha Jasa Pramuwisata;

TDUP Bidang Usaha Wisata Tirta:

a. Wisata Arung Jeram;

b. Wisata Selam;

c. Wisata Dayung;

d. Wisata Selancar;

e. Wisata Memancing;

f. Wisata Olahraga Tirta; dan

g. Dermaga Wisata;

TDUP Bidang Usaha Solus Per Aqua (SPA).

. Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga;




NO BIDANG PERIZINAN NONPERIZINAN
I 2 3 4
X. |[KETENAGAKE RJAAN 51. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja; dan 15. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (R PTKA);
52. lzin Lembaga Pelatihan Kerja. dan
16. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
XI. | PERHUBUNGAN 53. Izin Usaha Angkutan Darat; 17. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Trayek/Operasional
54. 1zin Trayek/Operasional Angkutan Darat; Angkutan Darat;
55. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau; dan 18. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Trayek/Operasional
56. Izin Trayek/Operasional Angkutan Sungai dan Danau. Angkutan Sungai dan Danau,;
19. Rekomendasi Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Terminal
Khusus;
20. Rekomendasi Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Terminal
Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS); dan
21. Rekomendasi Pengelolaan Parkir.
XII. |\ KESEHATAN 57. lzin Pendirian Rumah Sakit: 22. Surat Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT):

S58.

59.

60.
61.

62.

63.

64.

65.

a. Rumah Sakit Umum Tipe C dan D; dan
b. Rumah Sakit Khusus Tipe C;

Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit:

a. Rumah Sakit Umum Tipe C dan D; dan
b. Rumah Sakit Khusus Tipe C;

Izin Pendirian Klinik:

a. Izin Pendirian Klinik Pratama; dan

b. Izin Pendirian Klinik Utama,;

Izin Apotek;

Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
Izin Penyelenggaraan Optikal;
Izin Penyelenggaraan Tranfusi Darah;

23,

24,
Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

a. STPT Empiris Ketrampilan;

b. STPT Empiris Ramuan; dan

c. STPT Empiris Kombinasi;

Sertifikasi Makanan Minuman:

a. Sertifikasi Industri Rumah Tangga Pangan (P-IRT);

b. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga;

c. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Restoran dan Rumah Makan,;
d. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum; dan

e. Sertifikasi Laik Higiene Makanan Jajanan;

Sertifikasi Sanitasi Lingkungan:

a. Sertifikasi Laik Sehat Hotel; dan

b. Sertifikasi Laik Sehat Kolam Renang dan Pemandian Umum.
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PERIZINAN NONPERIZINAN
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66.
67.
68.
69.
70.

Izin Toko Obat;
Izin Toko Alat Kesehatan;
Izin Pengelolaan Pestisida;
Izin Tukang Gigi;
Izin Tenga Kesehatan:
Izin Praktik Dokter;
Izin Praktik Dokter Gigi;
Izin Praktik Dokter Spesialis;
Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
Izin Praktik Bidan;
Izin Praktik Perawat;
Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
Izin Praktik Apoteker;
Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
Izin Praktik Fisioterafis;
Izin Praktik Okupasi Terafis;
Izin Praktik Terapis Wicara;
. Izin Praktik Refraksionis Optisien (RO);
Izin Praktik Penata Anastesi;
Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
Izin Kerja Tenaga Gizi;
Izin Kerja Sanitarian;
Izin Kerja Radiografer;
Izin Kerja Perekam Medis; dan

Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif.
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